WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR >4 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN JASA PENANGANAN SAMPAH BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN SAMPAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Tarif Layvanan Jasa Penanganan
Sampah Badan Layaan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
Kota Jambi;

L,

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4851};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
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11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
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Menetapkan

12,

13

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1
781);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020

Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota
Jambi Tahun 2020 Nomor 5);

Peraturan Walikota Jambi Nomor 53 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi (Berita
Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN JASA

PENANGANAN SAMPAH BADAN LAYAAN UMUM DAERAH
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGELOLAAN
SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA JAMBI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

:
2.

Daerah kota adalah Kota Jambi.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai wunsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Jambi.
Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan
urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup.
Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah vang
melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang
lingkungan hidup.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang
selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah
unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis_
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di
bidang pengelolaan sampah pada Dinas.

PPK BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
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8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya
disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan
Sampah.

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD
Pengelolaan Sampah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD yang ditetapkan
sebagai pejabat pengelola BLUD.

11. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa
yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang
wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk
menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit
layanan.

12. Layanan Jasa adalah kegiatan pelayanan penanganan
sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah
rumah tangga vang disediakan oleh UPTD. Pengelolaan
Sampah kepada pengguna jasa.

13. Wajib Bavar adalah Pengguna Jasa.

14. Pengguna Jasa adalah orang atau Badan vyang
menggunakan dan/atau menikmati Layanan Jasa.

15, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia
dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang
bersumber dari sampah rumah tangga dan sampah
sejenis sampah rumah tangga.

16. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan
sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media
lingkungan secara aman.

17. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia
dan lingkungan.

BAB 11
LAYANAN JASA

Pasal 2

UPTD Pengelolaan Sampah menyediakan Layanan Jasa
kepada Pengguna Jasa pada pemrosesan akhir di TPA.

BAB III
PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 3

(1) Prinsip penetapan Tarif Layanan Jasa ditetapkan
berdasarkan besaran tipping fee vang telah ditetapkan.

(2) Tarif Layanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertujuan untuk menutup seluruh atau
sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan
layanan jasa penanganan sampah yang disediakan oleh
UPTD Pengelolaan Sampah.

Copyright : https://jdih.jambikota.go.id




BAB IV
BESARAN TARIF JASA

Pasal 4

Besaran Tarif Layanan jasa sebesar Rp.100.000,- per Ton.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 5

Penetapan Tarif Layanan jasa untuk Wajib Bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, dihitung berdasarkan berat sampai
dengan 1 Ton berikut kelipatannya.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 6

(1) Pemungutan Layanan Jasa kepada Wajib Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipungut
langsung dan/atau pembayaran secara elektronik
dengan menggunakan bukti setoran atau dokumen yang
dipersamakan ke rekening kas UPTD Pengelolaan
Sampah.

(2} Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan teknis tata
cara pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
akan diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD UPTD
Pengelolaan Sampah.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 2023

WALIKOTA JAMBI,

ARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH Ki AMBI,

A. RIDWAN
BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR " ¢
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